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Disegel Pemkab, Atlasindo Lap or Pol da
PT A tlasindo U tam a 

melaporkan Dinas Lingkungan 
H idup dan K ebersihan 
Kabupaten Karawang ke Polda 
Jawa Barat.

Mendengar itu, sejumlah 
aktivis lingkungan memberikan 
dukungan kepada Pemerintah 
Kabupaten Karawang untuk 
menggugat balik perusahaan 
yang melakukan penambangan 
di Gunung Sirnalanggeng, 
Kecamatan Tegalwaru, tersebut.

Bentuk dukungan terhadap 
pemkab diberikan oleh pegiat 
lingkungan dengan menggelar 
aksi teatrikal di depan kantor 
i*emkab Karawang, Senin (2/3). 
“Pemkab Karawang jangan 
takut terhadap perusahaan. 
P e rtam b a n g an  san g a t 
m erugikan m asyarakat, 
terutama soal krisis air," kata 
Sekretaris Forkadas Yuda 
Febrian usai m enggelar 
teatrikal.

Divisi Simpul Advokasi 
Tambang Nasional Seni 
Sebastian mengatakan, Pemkab

Karawang tidak lagi harus 
m em bahas soal izin PT 
Atlasindo Utama. Ia meminta 
pem erintah daerah untuk 
memaksa perbaikan lingkungan 
kepada PT Atlasindo Utama. 
"Untuk menggugat balik pun 
sudah sangat bisa,” katanya.

Anggota Komisi III DPRD 
Kabupaten Karawang Taufik 
Ismail yang juga hadir dalam 
kesempatan tersebut, meminta 
Pemkab Karawang secara tegas 
melawan perusahaan yang 
sudah mengeruk setengah 
Gunung Sirnalanggeng. Pipik, 
sapaan akrabnya, mengaku 
leb ih  se tu ju  G unung  
Sirnalanggeng dijadikan daerah 
wisata dengan terlebih dahulu 
d ilak u k an  p e m u lih a n  
pascatambang. "Kalau perlu 
lapor balik sebagai sikap tegas," 
ujarnya.

Sekretaris DLHK Karawang 
Rosmalia Dewi mengatakan, 
akan melakukan pengkajian 
terlebih dahulu mengenai 
gugatan balik terhadap PT

Atlasindo Utama seperti yang 
d iusu lkan  para pegiat 
lingkungan. Namun demikian, 
pihaknya berkomitmen untuk 
tetap menjaga Karawang dari 
kerusakan lingkungan dengan 
menegakan aturan. "Sementara 
kita akan ikuti alurnya. Nanti 
akan kita pelajari dengan 
bagian hukum,” ucapnya.

Kepala DLHK Karawang 
Wawan Setiawan mengatakan, 
tindakan penyegelan dilakukan 
karena proses perizinan PT 
tersebut belum  Iengkap. 
Sehingga pihaknya harus 
m enghentikan  kegiatan 
penam bangan . Ia juga 
menyatakan dengan tegas siap 
menghadapi tuntutan hukum 
tersebut. "PT Atlasindo disegel 
oleh pemerintah daerah karena 
tidak memiliki izin amdal untuk 
mengeksplotasi batu andesit. 
Silahkan saja melaporkan 
masalah ini secara hukum. 
Kami lakukan penyegelan 
tentunya sudah punya dasar 
hukum,” kata Wawan. (nee)


